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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Pelaksanaan Implementasi pencegahan dan pengendalian covid-19 

dalam pelaksanaan program posyandu bayi balita di Puskesmas Tanjung 

Sekayam yang di lihat berdasarkan faktor Komunikasi, Sumber Daya, 

Disposisi dan Struktur birokrasi yang di dapatkan dari hasil penelitian ini 

menunjukkan, sebagai berikut : 

1. Komunikasi dalam implementasi program posyandu bayi balita masa 

pandemi telah berjalan dengan baik. 

2. Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dana dalam implementasi 

kegiatan posyandu bayi balita masa pandemi masih kurang mendukung. 

3. Disposisi atau sikap dalam implementasi kegiatan posyandu bayi balita 

masa pandemi dari kelompok target masih tidak terbuka serta mendung 

pelaksanaan program. Hal ini menurut peneliti dipicu oleh kondisi 

masyarakat yang heterogen, serta masih tertutup dalam menerima hal-

hal baru seperi penerapan posyandu dengan protokol kesehatan, serta 

masih tradisional. 

4. Peran struktur birokrasi dalam pelaksanaan implementasi kegiatan 

posyandu bayi balita masa pandemi telah terlaksana dengan jelas dan 

baik.  
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5. Secara umum implementasi pencegahan dan pengendalian covid-19 

dalam pelaksanaan program posyandu bayi balita di wilayah kerja 

Puskesmas Tanjung Sekayam, masih belum terlaksana secara baik. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil dan kesimpulan maka peneliti 

merekomendasikan beberapa saran yang terkait dengan bahwa implementasi 

pencegahan dan pengendalian covid-19 dalam pelaksanaan program posyandu 

bayi balita di Puskesmas Tanjung Sekayam yaitu sebagai berikut :  

1. Diharapkan pelaksana program bekerja sama dengan tokoh masyarakat 

dalam meningkatkan motivasi kader dalam pelaksanaan program. 

2. Diharapkan pelaksana program untuk mengevaluasi pencapaian dan 

kendala pelaksanaan program agar dapat disusun ulang rencana 

kegiatan dengan anggaran dan perlengkapan alat perlindungan diri yang 

lebih memadai. 

3. Diharapkan adanya penetapan sanksi tertentu terhadap pelaku 

pelanggaran kebijakan  

 

  


